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ABSTRAK
Air merupakan simbol kehidupan. Hal itu karena semua makhluk hidup membutuhkan air agar bisa bertahan hidup. Karena manfaatnya yang sangat penting itulah maka air perlu dijaga kelestariannya. Akan tetapi, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh manusia terkadang tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari aktifitas pembangunan adalah pencemaran air. 

Pencemaran air di Kota Surabaya terjadi di tiga daerah aliran sungai yang memiliki fungsi penting bagi warga Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Jagir (Wonokromo), dan Kali Mas. Masing-masing memiliki fungsi antara lain sebagai bahan baku pasokan air bersih bagi perusahaan daerah air minum (PDAM) serta tempat pembuangan akhir saluran drainase kota. Secara umum, pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan oleh adanya limbah industri dan limbah domestik.

Untuk menyelesaikan masalah pencemaran air sungai tersebut, dibutuhkan peran pemerintah kota sebagai stakeholder untuk mengambil keputusan mengenai pengendalian pencemaran air. Dengan menggunakan teori politik hijau, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami hubungan antara ekologi dengan politik. Serta melihat peran Pemerintah Kota Surabaya selaku stakeholder dalam merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengendalian pencemaran air sungai. Hal ini sesuai dengan asumsi teori politik hijau bahwa penting bagi manusia untuk menempatkan lingkungan sebagai kepentingan bersama serta hak setiap manusia untuk dapat memanfaatkannya, termasuk generasi masa depan. Melindungi lingkungan tidak hanya berguna bagi kita yang saat ini berada didalamnya, tetapi juga melindungi hak generasi masa depan untuk bisa menikmatinya.
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ABSTRACT
Water is a symbol of life. That's because all living things need water to survive. Because the benefits are so important that the water needs to be preserved. However, the development activities undertaken by humans sometimes not only bring positive effects but also negative impacts. One of the negative impacts of development activities is water pollution. 

Water pollution in the city of Surabaya occurred in three watersheds that have important functions for the citizens of Surabaya, the Surabaya River, Kali Jagir (Wonokromo), and Kali Mas. Each one has a function, among others, as a raw material supply clean water to the local water company (PDAM) and landfill drainage city. In general, river water pollution that occurred in the city of Surabaya due to industrial waste and domestic waste.

To solve the problem of pollution of the river water, it takes the role of the city government as stakeholders to take decisions on water pollution control. By using green political theory, this study aims to understand the relationship between the political ecology. And considers the role of Surabaya City Government as stakeholders to formulate, develop, and implement policies related to river water pollution control. This is consistent with the assumption of a green political theory that it is important for people to put together the interests of the environment as well as the right of every human being to be able to use it, including future generations. Protecting the environment is not only useful for us who currently resides in it, but also protect the rights of future generations to be able to enjoy it.
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I. PENDAHULUAN


Air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Meskipun merupakan salah satu sumber daya yang dapat diperbaharui, akan tetapi menjaga kualitasnya agar tetap layak dikonsumsi merupakan hal yang harus diupayakan. Seiring perubahan struktural ekonomi yang semula banyak didominasi sektor pertanian hingga berkembang ke sektor industri dan jasa, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan pola hidup masyarakat, krisis air bersih mulai membayangi daerah perkotaan, tidak terkecuali Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, serta kota yang cukup penting di Indonesia bagian timur terus mengalami perubahan struktural ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan mengalami perkembangan pola hidup pada penduduknya. Dengan jumlah penduduk yang berada pada kisaran tiga juta orang, tak heran apabila kebutuhan akan air bersih di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan. Air yang sering dimanfaatkan adalah air tawar, yang bisa diperoleh melalui pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Kedua sumber air tawar ini tidak terlepas dari pencemaran. Air tanah dapat terkena dampak tidak langsung dari pencemaran tanah, sedangkan air permukaan secara langsung mengalami dampak pencemaran yang berasal dari limbah. Pencemaran air secara umum dapat diklasifikasikan penyebabnya yaitu oleh limbah industri dan limbah domestik.


Ada tiga aliran sungai yang memiliki peran cukup penting bagi masyarakat Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya yang memiliki fungsi sebagai pasokan utama bahan baku air PDAM, Kali Mas yang berfungsi sebagai tempat pembuangan saluran drainase kota, dan Kali Wonokromo yang juga berfungsi sebagai pasokan air PDAM. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), daerah aliran sungai ini dipilih berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. 

Dalam rangka otonomi daerah, persoalan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Terkait kebijakan pengendalian pencemaran air, Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pengendalian pencemaran air dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Instansi yang memiliki kewenangan dalam hal lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya. Stakeholder dalam persoalan pengendalian pencemaran air di Kota Surabaya tidak hanya melibatkan BLH sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Namun juga melibatkan Bappeko selaku perencana pembangunan yang mengarah pada pembangunan berwawasan lingkungan, Dinas Cipta Karya dan Tata ruang, serta Dinas Bina Marga selaku pelaksana teknis pembangunan tersebut. Selain itu terdapat LSM Ecoton sebagai kontrol sosial atas kebijakan pemerintah dan masyarakat selaku konsumen air sekaligus pelaku pencemaran domestik.
II. PEMBAHASAN

Aspek lingkungan hidup dan politik memunculkan teori politik hijau yang melihat persoalan lingkungan tidak hanya sebatas persoalan teknis pengelolaan dan pengendalian. Akan tetapi juga melibatkan hubungan kekuasaan dan kepentingan di dalamnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Meadows dalam The Limits to Growth (Batas-Batas Pertumbuhan) bahwa lingkungan menyediakan jasa-jasa bagi produksi dan reproduksi kehidupan manusia berupa sumber aliran dan persediaan. Sumber aliran mengacu pada sumber daya yang dapat diperbaharui, sedangkan sumber persediaan mengacu pada sumber daya yang terbatas jumlahnya (Gaus, 2011; 416). Teori politik hijau (john barry dan Andrew Dobson) hal 415

Letak Kota Surabaya yang berada di hilir Sungai Brantas menjadikan Surabaya menerima dampak pencemaran dari banyaknya industri besar yang berdiri di sepanjang hulu sungai. Selain itu juga terdapat industri, berbagai hotel, restoran, apartemen, rumah sakit, dan instansi-instansi lainnya di dalam Kota Surabaya yang turut menyumbang limbah ke dalam aliran sungai. Untuk mengatasi pencemaran oleh limbah industri ini, Pemkot Surabaya melalui BLH mengeluarkan IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair) dan ijin pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sedangkan untuk mengatasi pencemaran oleh limbah domestik, Pemkot Surabaya membangun sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, program Surabaya Green and Clean, dan sedang mewacanakan pembangunan IPAL skala kota. Secara garis besar, pengolahan limbah domestik terintegrasi dengan program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Pengendalian Pencemaran: Konteks Teori Politik Hijau
Menurut Arya Hadi Dharmawan (Dharmawan, Arya, 2007: 17-18), dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat “Ruang konflik” sebagai ruang dimana proses produksi dan reproduksi kebijakan dan keputusan politik yang melibatkan beragam kepentingan, dilangsungkan. Kemudian “Ruang kekuasaan”, sebagai ruang dimana para pemegang otoritas kebijakan menjalankan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan di ruang konflik.
Sementara itu, para aktor ekonomi bertindak berdasarkan pada profit-maximizing economy (Dharmawan, Arya, 2007: 18), sehingga tidak mengherankan jika mereka selalu melakukan pengkalkulasian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mengherankan apabila mereka tidak terlalu mengindahkan aspek lingkungan yang dapat tercemari oleh limbah yang berasal dari industri mereka. Sedangkan dalam hubungan kepentingan, telah terjadi suatu kerjasama antara para politisi, birokrat dan pengusaha yang telah memperburuk kondisi ekologi bumi (Dharmawan, Arya, 2007: 18). Ketiganya memiliki kepentingan masing-masing sehingga mereka bekerja sesuai dengan kepentingannya tanpa mengindahkan segala sesiko yang pada nantinya melahirkan krisis ekologi. Menurut Arya Hadi Dharmawan, fenomena ini dapat di jelaskan sebagai kegagalan dalam sistem tata‐pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan ketidakseimbangan dalam proses‐proses pertukaran dalam sistem ekologi, maka keseluruhan sistem akan mengalami gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan alam (Dharmawan, Arya, 2007: 18).

Politik hijau mencoba untuk menjelaskan fenomena ini sebagai suatu ranah politik dimana ada peran negara (pemerintah) dalam persoalan lingkungan. Kepekaan pemerintah untuk memperhatikan persoalan lingkungan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang positif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan menempatkan lingkungan sebagai kepentingan publik maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola guna memenuhi hak publik atas lingkungan yang sehat dan bersih. 


Ada beberapa alasan mengapa persoalan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam ranah politik. Pertama, lingkungan (alam) merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai penopang kehidupan yang utama. Sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup (alam) di sekitar kita memiliki fungsi yang sangat vital untuk keberlangsungan hidup manusia. Tanah, udara, air, hutan, dan semua flora serta fauna yang ada merupakan sumber energy untuk manusia. Kerusakan pada lingkungan dapat mengakibatkan gangguan, baik itu dampak secara langsung seperti bencana alam maupun dampak secara tidak langsung seperti kelangkaan sumber daya yang akan dirasakan dalam jangka panjang. Kedua, sudah merupakan kewajiban negara (pemerintah) untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut ada dalam undang-undang yang mengatur berbagai tugas dan kewenangan pemerintah dalam persoalan lingkungan.

Dalam kebijakan pengendalian pencemaran air sungai, Pemkot Surabaya melakukan upaya pengendalian pada pengelolaan limbah domestik dan industri yang menjadi penyebab utama pencemaran air sungai di Kota Surabaya. Selain BLH yang lebih kepada fungsi pemantauan dan pengawasan, sekaligus mengeluarkan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) bagi industri, terdapat dinas lain yang mengurusi perencanaan pembangunan maupun pembangunan (secara fisik) sistem sanitasi sebagai upaya kedua perbaikan kualitas air sungai. 


Bappeko merupakan dinas yang berfungsi untuk merencanakan dan menyusun program pembangunan berwawasan lingkungan yang menjadi visi misi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015. Sedangkan Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga merupakan narasumber berkaitan dengan persoalan seputar program pembangunan sanitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara umum keduanya adalah pelaksana teknis dalam hal pembangunan fisik dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air sungai. Pembangunan sarana IPAL yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka perbaikan sanitasi dibangun dengan dana APBD maupun dana hibah dari CSR perusahaan. Mayoritas IPAL yang dibangun dengan menggunakan dana CSR di daerah pemukiman padat penduduk merupakan IPAL Komunal yang dimanfaatkan oleh warga dalam kapasitas yang terbatas (hanya mencakup beberapa kepala keluarga). Sedangkan untuk skala besar, saat ini Pemerintah Kota sedang merencanakan pembangunan IPAL yang akan diintegrasikan dengan sistem drainase kota. Sedangkan pihak Dinas Bina Marga melaksanakan pembangunan saluran drainase serta pemeliharaannya dalam rangka memperbaiki sistem drainase kawasan perkotaan. Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Dinas Bina Marga hanya sampai pada upaya pengerukan saluran dari sampah. 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat ini memang berupaya untuk membangun IPAL skala kota (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/06/13/mobul2-pertahankan-adipura-pemkot-surabaya-siapkan-ipalkota diakses pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 17.27 WIB). IPAL ini nantinya akan berfungsi untuk menampung dan mengolah limbah domestik dari saluran drainase sebelum akhirnya dibuang ke dalam sungai.

Kehadiran LSM Ecoton dalam persoalan pencemaran air yaitu sebagai kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan juga mengawasi gerak gerik industri dalam mematuhi peraturan yang ada. Ecoton menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi industri mulai taat pada hukum, yaitu faktor hukum dan non hukum. Dalam faktor hukum terdapat intervensi negara dalam setiap regulasi yang mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang Lingkungan memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal pembuangan limbah cair. Hal itu juga diperkuat dengan adanya profesionalisme dari aparat penegak hukum dan para stakeholder yang terkait dalam hal implementasi regulasi dan kebijakan mengenai lingkungan. Sedangkan dari segi faktor non hukum lebih banyak dipengaruhi dengan adanya tren hidup sehat dengan konsep green lifestyle. Gaya hidup masyarakat yang mulai mengarah pada kepedulian lingkungan (green lifestyle) ternyata mempengaruhi perusahaan dalam mendekati para konsumennya. Hal ini menjadi pendorong bagi industri untuk benar-benar menjalankan konsep go green dalam kegiatan produksinya, termasuk soal pengolahan limbah. Yang terakhir adalah peran media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membuat industri lebih responsif. Efek pemberitaan yang buruk tentunya akan memperburuk citra suatu perusahaan sehingga hal itu akan membuat perusahaan terkait menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya yang mungkin akan merusak lingkungan. Industri atau perusahaan perlu menjaga trademark mereka di mata publik agar proses produksi tetap berjalan dan tidak mengurangi laba.

Sedangkan peran perusahaan dalam upaya pengendalian pencemaran air adalah dalam bentuk pemberian CSR bagi pembangunan sarana IPAL Komunal untuk warga. Sedangkan tidak sedikit pula yang memang menaati peraturan mengenai lingkungan dengan mengajukan IPLC dan surat ijin pengelolaan limbah B3 demi memberikan citra positif mengenai green lifestyle.  Selain itu adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam upaya menjaga lingkungan, menjadi alasan lain mengapa industri berusaha untuk menaati aturan yang ada. Proper dilaksanakan dengan memberikan peringkat kepada perusahaan yang taat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peringkat yang diberikan dilihat berdasarkan ketaatan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan lain sebagainya. Peringkat diberikan dalam bentuk level tingkatan warna, dimana warna biru, hijau, dan emas merupakan tingkat warna yang menunjukkan ketaatan perusahaan. Warna emas merupakan tingkat tertinggi ketaatan suatu perusahaan dalam menjaga lingkungan. Selain itu ada tingkat merah yang menunjukkan suatu perusahaan belum taat dan hitam sebagai tingkat terendah yang menunjukkan tidak hanya suatu perusahaan belum taat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, akan tetapi juga menunjukkan tidak adanya upaya dari perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. penilaian PROPER yang dilakukan pada instansi atau perusahaan meliputi aspek penilaian AMDAL, pencemaran air, pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3. PROPER ini dikeluarkan oleh BLH di tingkat provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan masyarakat, sebagai konsumen selaku penyumbang limbah domestik, melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran air melalui kgeiatan yang pro aktif bagi lingkungan. Misalnya berpartisipasi dalam kegiatan Surabaya Green and Clean yang digagas oleh Pemkot. Kegiatan ini banyak memberi manfaat terhadap reduksi sampah dan mendistribusikannya kepada Bank Sampah yang dilaksanakan oleh warga sendiri. Hal ini memberi manfaat yang besar dalam mengurangi beban sampah yang dibuang sembarangan ke sungai.

III. PENUTUP


Cara terbaik untuk menggambarkan ekologisme dengan tepat ialah dengan menganggapnya sedang mengungkapkan suatu tujuan politis yang kita sebut dengan ‘keterpeliharaan (sustainability)’ (Gaus, 2011:423). Yakni dengan mengupayakan kelestarian lingkungan melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Secara umum, Pemkot Surabaya sudah memasukkan agenda pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015. Meski begitu, upaya dalam mengendalikan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan domestik,  penulis melihat bahwa Pemkot Surabaya hanya terfokus pada persoalan teknis dan prosedural. Misalnya dalam pengendalian pencemaran oleh limbah domestik, Pemkot Surabaya membuat sistem IPAL Komunal di pemukiman. Akan tetapi fungsinya belum maksimal dalam mengurangi beban pencemaran air di sungai. Untuk pengendalian limbah industri, Pemerintah kota Surabaya hanya menjangkau industri maupun non industri
 yang berada di dalam cakupan wilayah administrasinya saja. Sedangkan beban pencemaran industri yang masuk serta mengalir hingga wilayah Surabaya lebih banyak berasal dari industri-industri besar di hulu Kali Surabaya. Untuk itulah penanganannya ada dalam tataran Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena letaknya yang lintas kabupaten/kota.

Saran penulis adalah, pertama, perlu adanya sinergitas diantara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperbaiki kualitas air sungai (terutama Kali Surabaya) agar kualitas air yang menjadi pasokan bahan baku air PDAM tetap terjaga, mengingat letaknya yang lintas kabupaten/kota. Kedua, Pemerintah tidak hanya terfokus pada upaya teknis pengendalian pencemaran air akan tetapi juga perlu memperhatikan upaya hukum, bukan sekedar pengawasan administrasi, dalam bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri. 
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Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2015

� Bukan merupakan industri maupun domestik, contohnya hotel, rumah sakit, mall, apartemen, restoran, dan sejenisnya








